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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG
PENJAI}ARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024, perllu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 41)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan
Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undaag- Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dal Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 195O tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa
Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O04 tentang Perbendaharaan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (t,embaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2O22
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495];

1O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O14 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2074 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

12. Undang-Undaag Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daeiah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6O41);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OLZ tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran
Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2O17 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6O56);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tenta-ng Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

2 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 202O Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O terrtang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112);

22. Perattran Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 201g
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan
Daerah tentang Rancana Pembangunan Jangka panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tita Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah,
Rencana Pembalgunan Menengah Daera_h dan Rencana Kerja
Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O19 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2O19 tentang
Klasi{ikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaai
Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2Ol9 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O20 tentang
Pedomal Teknis Pengelolaan Keualgan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedom,n Penyusunan Anggaran pendapatan dal Belanji
Daerah Tahun Anggarart 2024;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor OSO-5889 Tahun 2021tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutalhiran Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana
le-lgh diulah dengal Keputusan Menteri DaJam Negeri Nomor
9001.1.15.5 - 1317 Tahun 2O23 tentang perubahan Atas
{eqleri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2l tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhirai
Klasifikasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur perencanaan
Pembangu.nan dan Keuangan Daerah;
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 20O8
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Ngaljuk Nomor I Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2O23 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2O23
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (I*mbaran Daerah Kabupaten Ngaljuk Tahun
2024 Nomor 5);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalsud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggaraan urllsan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nganjuk.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan peraturan Daerah.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah addah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggar€rn berkenaan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.



Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 be{umlah Rp2.6O7.497.150.950,00
(dua triliun en€rm ratus tujuh miliar empat ratus sembilan puluh
tujuh juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh
rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan
Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp2.400.784.496.950,O0
b. Belanja Daerah Rp2.67O.984.496.950,00

Defisit (Rp270.200.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp277.000.OO0.000,00
2. Pengeluaran Rp6.800.0O0.000,O0
Pembiayaan Neto Rp27O.2OO.OO0.000,OO

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp.0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiral
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
terdiri dari:
1. ringkasaa penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek, dal subrincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

3. rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan Bupati penjabaran ApBD
yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi, antara lain:
a. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
b. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

bantuan sosial;
c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran

bantuan keuangan bersifat umurn dan bersifat khusus;
d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja

bagi hasil;
e. rincian dana otonomi khusus menurut urllsan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan,
kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

f. rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan
minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-
minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis,
objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan; dan

g. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten pada daerah
perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang
APBD dan ranc€rngan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan
negara.
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Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 18 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelalsa-naan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Desember 2023

PJ. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA

ttd

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 t98602 I OOt

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 55

uai dengan aslinya
GIAN HUKUM,

SUTRISNO t M.Si.
Pembina

ttd

I
NIP. 19680 1 t99202 1 00r


